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uji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih 

diberi keselamatan dan kesehatan dalam melaksanakan segala 

aktivitas. Saya merasa bangga dan menyambut gembira atas diterbitkannya 

buku “Mengarungi Lautan Berombak: Indonesia dan Isu Pencurian Ikan 

di Asia Tenggara” oleh Saudara Dr. Indra Kusumawardhana ini sebagai 

publikasi akademik yang tajam mengulas tentang inti dari ancaman yang 

dihadapi Indonesia saat ini. 

Pada sebagian besar negara berkembang, seperti Indonesia, isu 

perbatasan negara kerap menjadi persoalan yang dilematis. Pertahanan 

negara dibangun untuk mengatasi berbagai ancaman militer akan 

bercampur dengan ancaman non-militer. Di lain pihak, negara-negara 

berkembang juga harus menghadapi sekaligus berbagai isu pembangunan 

ekonomi karena adanya sejumlah ketergantungan pada negara maju yang 

bisa jadi merupakan pihak yang memiliki benturan kepentingan di 

perbatasan. Alhasil, isu-isu pembangunan wilayah perbatasan merupakan 

bagian dari kerentanan domestik yang kerap mendominasi agenda 

pengembangan postur pertahanan negara berkembang, di luar masalah 

klasik yang dihadapinya, yaitu terbatasnya kapasitas sumber daya 

keuangan, sumber daya manusia dan kapasitas kekuatan militernya. 

P 
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Politik dunia saat ini sedang tertuju pada kawasan baru yang 

bernama Indo-Pasifik. Sebuah kawasan yang menggabungkan aspek 

maritim dari Asia Timur, Asia Selatan, Oseania dan Pasifik Barat. 

Kawasan yang digagas oleh Amerika Serikat, India, Jepang dan Australia 

sejak tahun 2007 yang pada hakekatnya adalah untuk mengimbangi 

kekuatan Cina terutama di Laut Cina Selatan (LCS). Cina sejak tahun 

2009 telah mengklaim kepada PBB atas sebagian besar LCS dan 

melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE di Asia Tenggara, termasuk 

Indonesia. 

Sementara Vietnam merupakan negara yang tidak kalah asertifnya 

dengan Cina di LCS. Kapal nelayan Vietnam yang ditangkap dan akhirnya 

ditenggelamkan aparat keamanan Indonesia merupakan yang terbanyak di 

antara kapal nelayan lain. Klaimnya di LCS juga termasuk yang sangat 

ambisius setelah Cina, yaitu menjorok hingga ke Kepulauan Spratly (yang 

lebih dekat ke Malaysia dan Fiipina). Vietnam sedang memodernisasi 

militernya secara amibisius. Dalam publikasi Lowly Institute dalam Indeks 

Kekuatan Asia 2019 menempatkan Vietnam di peringkat 11 dan 

Indonesia di peringkat 13. Vietnam memiliki delapan kapal selam, 

sementara Indonesia baru tiga saja. Bahkan pesawat tempurnya berjumlah 

74 unit dan Indonesia 33 saja. Suatu saat Vietnam akan menjadi kekuatan 

terbesar di Asia Tenggara. 

Sesuai dengan kebijakan Kementerian Pertahanan RI di tahun 

2020-2024, kita membutuhkan gagasan visioner dalam membangun 

kekuatan pertahanan kita. Dalam pandangan saya, kita harus berani dalam 

merencanakan jauh ke depan, dan menjadikan Laut Natuna Utara sebagai 

fokus pembangunan postur TNI. Walau sengketa yang muncul di 



vii 

 
permukaan hanya masalah insiden masuknya kapal penangkap ikan asing 

di ZEE Indonesia, namun di balik itu masih ada hal yang lebih 

fundamental. Laut Cina Selatan sesungguhnya merupakan suatu medan 

persaingan antar kekuatan besar dunia. 

Persaingan kekuatan besar itu melibatkan dua polar, yaitu Cina dan 

Amerika Serikat. Polar Amerika Serikat telah melampaui aliansi 

formalnya. Selain Jepang dan Australia, Amerika Serikat telah 

membangun kuasi aliansi dengan Singapura daan Vietnam. Di bulan 

Agustus 2021, Menhan dan Menlu AS telah berkunjung secara resmi ke 

kedua negara tersebut. Namun tidak ke Indonesia. Sementara di bulan 

yang sama, Cina dan Rusia mengadakan latihan militer bersama yang 

melibatkan sepuluh ribu pasukan. Masih belum pasti apakah Rusia dan 

Cina akan membentuk satu poros baru untuk mengmbangi Amerika 

Serikat di LCS. 

Dalam menyikapi situasi yang penuh ketidakpastian tersebut di 

atas, Indonesia akan terus mempromosikan diplomasi damainya. Namun 

di sisi lain, kekuatan militer Indonesia juga harus diperkuat agar posisinya 

disegani negara-negara di kawasan. Masalah pencurian ikan di ZEE 

Indonesia merupakan hal yang tidak dapat dibiarkan. Semakin dibiarkan 

akan semakin banyak gelombang kapal penangkap ikan yang masuk 

perairan Indonesia. Kapal Cina dan Vietnam merupakan ancaman nyata 

yang harus ditangani dengan tegas. 

Buku ini secara rinci mendeskripsikan situasi pencurian ikan di 

ZEE Indonesia di perarian Natuna, terutama oleh kapal Cina dan 

Vietnam. Penulis menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah 

menunjukan sikap asertif dengan menanggapi isu pencurian ikan lebih 



viii 

 
dari sekadar masalah pencurian sumber daya maritim oleh aktor non-state 

(kapal ikan asing), tetapi lebih pada respon yang menampilkan sikap 

Indonesia siap untuk mempertahankan perairan Natuna bahkan dengan 

kekuatan militer demi menjamin National Security. Oleh karenanya, 

dinamika respons Indonesia menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji 

lebih dalam. 

Dapat dikatakan isu pencurian ikan di perairan Natuna merupakan 

ajang untuk menunjukkan kemampuan dan intensi Indonesia untuk 

menggunakan kekuatan pertahanannya dalam menegakkan hak berdaulat. 

Kebijakan Indonesia akan memiliki dampak nyata bukan saja demi 

menyelamatkan potensi ekonomi di ZEEI, namun juga bagi masa depan 

kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna yang sangat strategis dari 

aspek kampanye militer di LCS. Pada intinya, selain ketegasan pada para 

penyusup ZEEI, TNI dan Bakamla harus senantiasa ditingkatkan daya 

tangkalnya karena potensi ancaman bersifat progresif. Suka tidak suka 

sesungguhnya perlombaan senjata telah dimulai di LCS. Pandangan filsuf 

Yunani Thucydides akan berlaku, yaitu “yang kuat akan melakukan apa 

yang dia dapat dan yang lemah hanya akan menderita.” 
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PRAKATA 

 

Alhamdulillahhirobbilalamin, demi masa, segala puji hanyalah 

milik Allah SWT selaku Tuhan semesta alam. Terbalut oleh kerendahan 

hati, penulis bersyukur dapat menuntaskan penulisan buku dengan judul 

“Mengarungi Lautan Berombak: Indonesia dan Isu Pencurian Ikan di 

Asia Tenggara”. Penulis menyadari bahwa karya ini dapat terselesaikan 

tiada lain adalah karena limpahan rahmat berserta hidayah dari Allah 

SWT yang telah menuntun penulis meretas jalan menggapai mimpi 

sebagai pembelajar seumur hidup.  

Buku ini merupakan karya sederhana, tetapi secara hakikatnya 

untuk penulis adalah magnum opus sebagai studi lanjutan dari tema 

disertasi penulis ketika menyeleseikan studi Doktoral. Artikulasi kerja 

intelektual dari satu gagasan yang abstrak hingga pada akhirnya 

terkristalisasi menjadi sebuah narasi akademis sudah tentu bukanlah upaya 

penulis sendiri, melainkan tidak lepas dari campur tangan berbagai pihak 

yang sangat berjasa di dalam prosesnya. Melalui prakata ini, penulis ingin 

mengungkapkan rasa terima kasih kepada setiap pihak yang telah 

membantu penulis dalam menuntaskan naskah akademis ini hingga 

paripurna.  

Pertama, penulis menghaturkan ucapan terima kasih sebesar-

besarnya kepada yang terhormat dan sangat terpelajar Prof. Dr. Arry 

Bainus, M.A selaku guru yang begitu sabar dan tak pernah henti 

memberikan semangat kepada penulis di dalam proses menjalani studi 

Doktoral. Kenangan selama berdiskusi dan belajar dari beliau telah 
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membentuk penulis dan menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan 

setelah studi Doktoral.  

Buku ini juga tidak akan mungkin terwujud tanpa dukungan, 

motivasi dan peran dari berbagai pihak terdekat dengan penulis. Oleh 

sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 

tak terhingga kepada istriku Ismi Nurjayanti Karim, SE yang selalu setia 

dan ikhlas menemani serta mendampingi di dalam berbagai situasi dan 

kondisi; susah, senang, dan sedih telah menjadikan engkau begitu mulia di 

hati penulis. Putri cantik kami Cahaya Kanaya Almeera Kusumawardhana 

yang merupakan bukti cinta kami dan merupakan titipan illahi yang 

diberikan oleh Allah SWT tepat sebelum penulis melanjutkan studi S3 ke 

Universitas Padjadjaran, Bandung. Serta, putra kami Kanzou Qurtova 

Kusumawardhana yang kehadirannya telah membuat kehidupan kami 

begitu indah dan penuh makna. 

Selain itu, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 

rekan-rekan sekaligus mentor di Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia; Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto, Prof. Dr. Der. Soz. 

Gumilar Soemantri, Prof. Triyuni Soemartono, Mas Radhiatmoko. Juga 

kepada Marsekal Pertama TNI Achmad Sajili selaku Asisten Deputi 

Pertahanan Negara di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum 

dan Keamanan. Kemudian para sahabat di Direktorat Jenderal Hukum 

dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik 

Indonesia, Mas Dumas Amali Radityo dan mas Ahmad Almaududy Amri, 

Ph.D. Mereka semua telah berjasa memperkaya khazanah wawasan 

penulis terkait dinamika tantangan keamanan maritim negara kita tercinta, 
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di mana pada prosesnya begitu bermanfaat bagi penulis dalam menyusun 

buku ini. 

Akhir kata, semoga karya ilmiah ini memuat manfaat dan 

menjadi ladang pahala bagi penulis dan bagi semua pihak yang terlibat di 

dalamnya. Buku ini tentunya tidaklah sempurna tanpa kekurangan, oleh 

karenanya bersifat terbuka terhadap kritik dan saran membangun yang 

akan diterima dengan hati terbuka dan lapang dada oleh penulis sebagai 

seorang yang mencintai diskursus dan ilmu pengetahuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Implementasi agenda Poros Maritim Dunia oleh Presiden Joko 

Widodo menuntut adanya kemampuan Indonesia untuk mengamankan 

kedaulatan nasional dan keamanan maritim. Namun, implementasi 

tersebut nampaknya menghadapi tantangan terkait pelanggaran kedaulatan 

di wilayah perairan Indonesia serta berbagai ancaman yang meliputinya. 

Seperti yang dijelaskan oleh Senia Febrica (2017), berdasarkan berbagai 

dokumen resmi serta pendapat ahli yang tersedia; terdapat empat ancaman 

pada dimensi maritim Indonesia yakni illegal fishing, illegal migrants, 

maritime border issues, dan smuggling.
1

   

Dari empat ancaman tersebut, maraknya aktivitas illegal fishing 

(Gambar 1.1) menjadi yang paling mendapat sorotan dikarenakan 

ancaman kemerosotan cadangan ikan di wilayah perairan Indonesia 

(Chapsos & Malcolm, 2017; Connelly, 2015; Febrica, 2017; Gindarsah & 

Priamarizki, 2015; Hongzhou, 2015; Nainggolan, 2015; Negara & Das, 

2017). Salah satu lokasi yang menjadi preferensi aktivitas pencurian ikan 

antara lain di perairan Anambas dan Natuna yang dilakukan oleh kapal-

kapal dengan bendera kebangsaan asing (Tabel 1.1).  Keterlibatan kapal-

kapal asing, terutama Cina dan Vietnam memunculkan polemik dalam 

 
1

 Dokumen – dokumen yang dirujuk oleh Senia Febrica adalah: Dewan Maritim 

Indonesia 2007: 4–9; Indonesian Coordinating Ministry for Political, Legal and 

Security Affairs 2008: 51–52; Indonesian MFA 2004: 3; Indonesian Ministry of 

State Secretariat 2008: 29; Sudrajat 2005: 80–81; Suristyono 2005: 47, 70–71). 
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